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ABSTRAK

bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan
kemakmuran rakyat yang bersendikan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, merupakan bagian integral cita-
cita kemerdekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945;

bahwa untuk menjamin penyelenggaraan perusahaan
secara efektif dan efisien merupakan salah satu dasar
kebijaksanaan Pembangunan Nasional di bidang ekonomi,
yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan dunia
usaha untuk mempergunakan peluang dan berkiprah secara
sehat dalam dunia internasional yang penuh persaingan
sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan rakyat;

bahwa salah satu faktor yang mengurangi efektivitas dan
efisiensi perusahaan adalah ketentuan yang mewajibkan
penyimpanan buku, catatan, dan neraca selama 30 (tiga
puluh) tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta
tembusannya selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana
diatur antara lain dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (Wtboek van Koophandel voor Indonesie,
Staatsblad 1847 : 23), sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat

khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan;

bahwa ketentuan yang mewajibkan penyimpanan dokumen

sebagaimana tersebut dalam huruf ¢ dan ketentuan-



ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan,
pemusnahan, dan penyerahan arsip yang selama ini
berlaku, menimbulkan beban ekonomis dan administratif

yang memberatkan perusahaan;

bahwa pembuatan dan penyimpanan dokumen, tetap
diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan
melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan
hukum, karena itu kewajiban membuat dan menyimpan
dokumen harus tetap dijalankan dengan mengupayakan
tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang
memberatkan, untuk itu perlu diadakan pembaharuan
mengenai media yang memuat dokumen dan pengurangan

jangka waktu penyimpanannya;

bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan
dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam
media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media

elektronik;

bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan
Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan
pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi
dilakukan secara aman untuk mencegah
penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai

agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945;

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pembuatan
catatan dan penyimpanan dokumen perusahaan,

pengalihan bentuk dokumen perusahaan dan legalisasi,



pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan dokumen

perusahaan.

CATATAN : - Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 24 Maret 1997.
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24
Maret 1997.



